BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

‘\’OMOR 8 TAHUN 2019
o TBNTANG |

PENATAAN ATRIBUT NON K& oMERSIAL ALAT PERAGA KAMPANYE DAN

Menimbang

Mengingat -

TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
| o '3U"T4ARANGANYAR
- bahwa mtuk keterttbankeamanan -' kebersméﬁ .
l(eIuPIPI dan kelndahan kota serta kelancaran dalamv. . DA

pelaksaraan e Kampanye Pemlllhan Umum di

Kabupaten Karanganyar maka perlu dlatur

pemasu;;gc.::v Ambut Non ‘Komersial, Alat Peraga

Kampanye dan ’I‘empat Kampanye Pemlhhan Umum, .

b. bahwa u\“dasarkan pertlmbangan sebagaxmana :
: dxmaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan .
Bupats r*ntang Atrlbut Non Komer31al Alat Peraga -

L Kamoanye dan ’I‘empat Kampanye Pemlllhan Umum, '

.} undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

‘ PembP*lfukdn Daerah daerah Kabupatenv dal_am‘
f'-mekuubun Drovmsl Jawa ’I‘engah '_ S

. Unuarn Ui Ang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partal. o

: Polltlk (Lenbaran Negara B Repubhk IndoneSIa

Tahun 308 Nomor 2 'I‘ambahan Lembaran Negara '

Repu Thiis 'ndonesxa Nomor 4801), sebagalmana telah

dluhah ac'-gan Undang Undang Nomor 2 Tahun 201 1‘ '

}tentang Puubahan atas Undang Undang Nomor 2

Tahun -CL“.’ tentang Partal Polmk (Lembaran Negara



W

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189),

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
’ Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

| Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

-Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran- Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); | |

| QUndang»Undaﬁg_ ‘Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

"‘Undang-Un:dan'"g " Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wahkota menjadi
Undang Undang. (Lembaran Negara - Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

" Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588),

sebagaxmana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang ‘Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti - Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadl Undang-Undang (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lernbaran Negara Repubhk Indonesza

-Nomor 5998),
.'Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara' Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor ‘182,:_Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor '_4

Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur



&

' Menetapkan

dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupau
dan/atau Wahkota dan Wakil Walikota;

. 7. Peraturan Kom1S1 Pemilihan Umum Nomor 23

Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,
Sebagaumana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemlhhan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang |
 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye pemlhhan
.Umum, | o ' '

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN ATRIBUT

NON KOMERSIAL -ALAT PERAGA KAMPANYE "DAN

| TEMPAT KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM :

Baglan Kesatu

Pengertlan

Pasal 1

: Dalam Peraturan Bupau ini yang dlmaksud dengan
1.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
‘3.
4

4. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah

Camat adalah Camé_itvdi Wilayah Kabupaten Karanganyar.

' sarana kedaulatan rakyat untuk mefniiih anggota Dewan

* Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,

 Presiden dan Wakil Presiden , dan untuk memilih anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan

~ secara langsung, umum bebas,. raha81a jujur, dan adil

* dalam Negara Kesatuan Repubhk Indonesia berdasarkan

Pancasila dan ,Undang—Undang Dasar Negara Republik

~ Indonesia Tahun 1945.



. Atribut- Non Komersﬂ adalah kelengkapan atau identitas -

: 5peserta pemﬂu 0rgan1sas1 masyarakat yang berbentuk

10.

11,

Bendera, Pamﬂet Brosur Spanduk, Stiker, Baliho, bamer :‘

Umbul- Umbul, dan Poster yang ada kaltannya dengan

_‘pesan layanan masyarakat baik berupa hlmbauan
.-pembentahuan harapan dan/ atau permgatan :

. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk

lam yang memuat visi, misi, program, simbol-simbol, atau

tanda gambar peserta Pemllu yang dipasang untuk

'vkeperluan kampanye pemllu yang bertujuan untuk

mengajak orang memilih peserta pemllu dan/atau calon ,

' anggota DPR, DPD dan DPRD tertentu
. Kampanye adalah keglatan peserta Pemilu atau plhak lain =

yang dltunjuk oleh peserta Pemllu untuk meyakinkan

pemilih dengan menawarkan visi, misi program dan/atau

_}mtra diri Peserta Permlu , . o
. Tempat Kampanye adalah tempat d1selenggarakannya
'kampanye baik di luar maupun di dalam ruangan.

. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu anggota .

Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan

Perwakilan Daerah dan Pasangan Calon yang d1usu1kan

oleh Partai POlltlk atau gabungan Parta1 Poht1k untuk
Pemllu Pre31den dan Wakil presiden. B

Pasangan Calon PreS1den dan Wakil Presiden yang

“selanJutnya dlsebut Pasangan Calon adalah pasangan

calon peserta Permhhan Umum Presuien dan Wakil

Presiden yang d1usu1kan oleh Parta1 Politik atau gabungan

Parta1 Pohtxk untuk Pemilu Pres1den dan Wakil Presiden.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta
Calon Bupati danv Wakil Bupatx adalah bakal pasangan
Calon Guberﬁﬁr‘déh Wakil Gubernur, dan/ atau Bupati

dan Wakil Bupat1 yang telah memenuh1 syarat dan

;dltetapkan sebagau peserta Pem111han



| Bagian Kedua

. Tujuan

. Pasal 2

o 'I‘ujuan penataan Atr1but Non Komersml Alat Peraga, dan
 Tempat Kampanye sebagai berikut:

a. 'mewujudkan}'lingkungan yang- tertib, rapi, dan indah

",sesuvai dengan estetika kota serta menciptakan iklim yang
kondusif bagi : teMjUdnya Kabupaten Karanganyar yang
TENTERAM (Tenang, Teduh, Rapi, Aman, dan Makmur);

b. melindungi kekayaan Daerah berupa taman, _pohon

fpehndung Jalan tlang hstnk jalan trotoar, maupun

. infrastruktur lain milik Pemerintah Daerah; dan

S C. ‘menjaga kelestarlan alam di Bumi INTAN PARI (Industri,

Pertanian, dan Pariwisata).

BAB I
PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL ALAT PERAGA
‘ ' ~ DAN ALA'I‘ PERAGA KAMPANYE

| | "‘Pésal 3
(1) Pemasangan Atrlbut Non Komersial dllakukan di tempat
yang ditentukan oleh tim yang dltetapkan oleh Bupat1 dan - |
harus memperhatlkan unsur keberS1han - ketertiban,
kemdahan dan keamanan
(2) Pemasangan Alat Peraga atau Alat Peraga Kampanye d1
tempat umum, ditentukan sebaga1 berikut:
a. dlperbatasan : Kabupaten , Karanganyar dengan
| Kabupaten/Kota lam sebageu berikut: |
1. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan
Kabupaten "“Boyolah, Lokasi Desa Tohudan

: Kecamatan Colomadu;



. d1 perbataéan Kabupaten Karanganyar dengan |
~Kabupaten ~ Sukoharjo, Lokasi Desa Bolon
 Kecamatan COIOmadu;

. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota

Surakarta lokasx d1 Palur Desa N gnngo Kecamatan

Jaten; R ,

. di perbatasan 'Kabupaten karanganyar dengan
~ Kabupaten ‘vFSragen- lokasi Desa Kaliwuluh |
Kecamatan kebakkrarnat

. di perbatasan ‘Kabupaten Karanganyar dengan

Kabupaten Wonogiri, lokasi di Desa Jatisobo

| Kecamatan Jatipuro; dan

. di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan

Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, Lokasi di

- Desa Gondosuh Kecamatan Tawangmangu

b, pada 17 (tuJuh belas) Ibukota Kecamatan, dengan titik
lokasi yang telah dxtentukan oleh Tim Penetapan Lokasi
~ Pemasangan Atribut Non Komersial dan Alat Peraga

- Kampanye.

BAB III

TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT NON KOMERSIAL
- ALAT PERAGA, DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

) Bagian Keéatu

Péfhasaﬁgan Atribut Non Komersial

Pasal 4

(1) Penyelenggara keg1atan dapat memasang Atribut Non -
Komersial setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari
' Kepala Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pxntu



(2) Tata cara permohonan izin dxtetapkan sebaga1 berikut: |
a. penyelenggara keg1atan mengajukan permohonan'
- secara tertulis kepada Bupau melalm Kepala Dinas
,VPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu

" dengan mengisi formulir yang telah disediakan; dan
'b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
~Terpadu Satu Pintu atas perhmbangan Tim
o menetapkan izin pemasangan Atribut Non Komersial. - |
(3) Jangka waktu izin pemasangan Atribut Non Komersial
palmg lama 30 (txga puluh) hari terhltung sejak
dltetapkannya 1z1n pemasangan ‘dan dapat diperpanjang

dengan mengajukan izin perpanjangan.

) (4) Tembusan persetujuan izin dlsampeukan kepada

a. Kepala Kepohsxan Resort Republik Indonesia;

'b.‘» Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Kepala Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan
. Permukiman;

Kepala Satuan Poliéi Pamong Praja;

=~ 0

. Camat setempat; _
. & Ketua Badan Pengawas Pemilu  Kabupaten
' Karanganyar, dan . o
h.: Ketua ‘Kom131 Pemlhhan Umum Kabiipaten}
" Karanganyar. '

Baglan Kedua

Pemasangan Alat Peraga Kampanye

 Pasal 5

(1) Parta1 Pol1t1k atau calon Peserta Pemilu dapat memasang

aIat peraga atau Alat- Peraga Kampanye setelah mendapat
1z1n terlebih dahulu dan Kepala Dmas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu



(2) Tata cara permohonan izin pemasangan Alat Peraga

Kampanye sebagaunana d1maksud pada ayat (1), sebaga1
benkut ' ’ )
a Parta1 pohtxk atau Peserta Pemilu menga_]ukan |
.permohonan tertuhs kepada Bupau melalui Dinas

| :Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dengan meng131 formulir yang telah disediakan dengan

- menerangkan jumlah alat - peraga yang dipasang,

tempat dan Jangka waktu pemasangan; dan }
b, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
| Terpadu Satu Pmtu menetapkan izin pemasangan alat
peraga atau Alat Peraga Kampanye. |

(3) Jangka waktu izin alat peraga paling lama 30 (tiga puluh) |

hari - terhltung sejak izin dikeluarkan dan dapat
dlperpanjang dengan mengajukan izin perpan_]angan
(4) Jangka waktu izin pemasangan Alat Peraga Kampanye
' sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) selama tahapan
‘Kampanye Pemllu sesua1 dengan ketentuan peraturan
Aperundang-undangan '

Bag1an Ketiga

Tanggung Jawab penyelenggaraan Keg1atan

Pasal 6

o Penyelenggara keglatan Wa_]lb membuat surat pernyataan '
’ bermeteral memuat:

a. sanggup menanggung segala resiko dan biaya apabila |
', vterjadl keruglan yang diakibatkan dar1 pemasangan
' :Atr1but Non Komersml ‘dan/atau Alat Peraga Kampanye
v kepada plhak ketiga atau pihak lain; dan /atau

'b. tidak akan menuntut gahti rugi atas kehilangan dan/atau
i_kemsakan terhadap Atribut Non Komersial dan/atau Alat

, Peraga Kampanye yang dxlepas / d1copot dengan paksa oleh
- tim penertlban :



r, -

BAB IV
TATA CARA PELEPASAN ATRIBUT NON KOMERSIAL
'DAN ALAT PERAGA KAMPANYE |

Bag1an Kesatu ‘
Pelepasan Atribut Non Komersnal

| Pasal'7
(1) Penyelenggara kegxatan wajib melepas Atribut Non
Komer31a1 yang telah habis masa izinnya. ‘
(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelepasan Atrlbut
Non Komermal sebagalmana dimaksud pada. ayat (1)

menjadl beban pemasang/ pemohon

'Bagia‘n Kedua

~ Pelepasan Alat Peraga Kampanye

~ Pasal 8 .

,(1‘) Periyelenggara kegiatan wajib melepas Alat Peraga

Kampanye yang telah habis masa izinnya.
(2] Segala blaya yang timbul sebagai akibat pelepasan Alat

~ Peraga Kampanye dibebankan pelenggara kegxatan.

Pasal 9

Alat Pefaga 'Kéfnpanyé" 'yé'ng' télah habis masa izinnya dan

tldak dllepas oleh penyelenggara keglatan akan d11epas oleh

 tim penertxban |

G BAB V |
TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

: Pasal 10
’I‘empat pelaksanaan kampanye Pemlhhan Umum dltetapkan
sebaga1 berikut: -
a. Kampanye tertutup dllakukan pada

1. Gedung pertemuan yang disewakan untuk umum, atau



2 Rumah perorangan yang duzmkan oleh pemlhknya

b Kampanye terbuka dllakukan pada:

‘1. Alun-alun Karanganyar atau
2. Lapangan Desa/ Kelurahan yang s1fatnya terbuka (tldak '
- tertutup bangunan) '

Pasal 11

Untuk melaksanakan Kampanye Pemilu pada tempat

L sebagaxmana, dlmaksud dalam Pasal 10, pihak penyelenggara

kegiatah Kampanye' wajib mengajukan perrriohonan izin.

- , kepada instansi atau pemlhk yang mengelola tempat tersebut

dan dlsampa1kan kepada |
a. Kepala Kepolisian Resort Republik Indonesia;

Kepala Badan -ersatvuan Bangsa dan Politik;

b
- C »'Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pe’nataaﬁ Ruang
d

. Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan
: Permuklman '

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

Of Camat setempat

g. Ketua Badan Pengawas Pemllu Kabupaten Karanganyar

| dan

h. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karahgan}rar. :

BABVI
LARANGAN DAN SANKSI

| Pasal 12

o (1) Partai pohtlk calon Peserta Pemllu dilarang memasang alat

o ,peraga atau Alat Peraga Kampanye pada:

a. kantor ~dan  bangunan  milik Pefneri‘ntah,‘
TNI/POLRI/BUMN/BUMD |

b. tempat Ibadah; :

c. ‘sekolah, Kampus{ Pondok Pesantren, dan tempat
pendidikan lainnya; |

" d. rumah sakit dan s'ejeni‘sriya;




.,<
-t

.‘_'rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa 1z1n dan S
i _'vpemlhknya o o ' _
. ""stasxun Kereta Ap1 Terrmnal Bus dan Non Bus :
""-t1ang L1str1k Tlang Telepon, Tlang Lampu Penerangan"}
Jalan Rambu lalu lmtas /) Marka Jalan, o
; Jembatan / Jembatan penyebrangan |
. monumen Sejarah dan Taman Kota rnehputl Taman

» ’Pancasﬁa Taman Gerakan Sayang Ibu Taman GaJah v o
Taman A1r Mancul Taman Ad1pura Taman Depan, ‘
A‘Rumah Dmas Bupatl Taman PGRI Karanganyar | :
. : Taman Hutan Kota Taman Har1 Aksara Taman perum'
Pehta Plasa Alun~A1un, D
med1an Jalan/Pulau Jalan/Jalan Permsah dan I—Ialte :
v Termasuk pemasangan alat peraga yang mehntang
jj,d1atas Jalan, o , .
.“pohon pehndung dengan cara dan alat apapun,

. di depan / dalam 11ngkungan kantor partau Iam kantor :

Pemermtah / TNI / POLRI

.‘vvpasar/ mall/ pusat perbelanjaan dan sejemsnya f‘ |
. menutupl/ menempel sebag1an atau seluruhnya pada‘ .

'papan reklame di gapura} kabupaten, gapura R

~;_,,~=j‘kecamatan gapura Desa dan sejenisnya;

0. angkuta umum dan komermal Ialnnya dan o

. di tempat—tempat strategls Sepanjang Jalan Lawu o

o (2) Peserta d11arang menyelenggarakan kampanye di tempat_ :

'fasﬂltas umum pada .

L a‘

kantor " dan - bangunan  milik - Pemenntah__-vv»_’f, |
: ™I /POLRI /BUMN /BUMD yang peruntukannya untuk

' keglatan umum dengan dlpungut blaya d1kecuahkan | |

. dengan 1z1n oleh peJabat yang berwenang di instansi

. yang bersangkutan \ ' ' |
._'-tempat 1badah |
sekolah, Pondok pesantren dan Tempat pend1d1kan -
,bb,_vlamnya . ' ' B

»rumah Sak1t dan se_]emsnya



e ‘rumah dan Pekarangan Penduduk tanpa izin - dar1
| _permhknya |
f. stasiun Kereta Ap1 Terminal Bus, dan Non Bus;
g. pasar/ Mall/ dan”pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
h. tempat lain yang tidak sesuai dengan ‘peruntukannya;
dan

i. Car Free Day

(3 Peserta Pemilu dilarang memasang alat - peraga atau Alat

Peraga Kampanye ‘melebihi batas waktu yang telah
dltetapkan ‘

‘Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Parnohg Praja berhak menurunkém Atribut

Non Komersial apab1la melanggar ketentuan sebagalmana '

dlmaksud dalam Pasal 12,

(2) Tim Penertiban berhak menurunkan Alat Peraga

Kampanye apablla melanggar ketentuan sebagmmana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 12.

(3) Penyelenggara keglatan dapat mengambll Atribut Non
Komersial atau Alat Peraga Kampanye yang telah
- diturunkan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

~ (4) Tempat penylmpanan atribut yang diturunkan, dilaporkan

oleh Kepala Satuah‘ Polisi Pamong Praja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan d1undangkannya Peraturan Bupati ini, maka

- -‘.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang

.Per‘nasa'nvgan Atribut Non Komersial, Alat Peraga, dan Tempat

‘ kampanye Pemiblihanb Umum di Kabupaten karanganyar

(Berita Daerah Kabﬁpaten Karanganyar Tahun 12013
- Nomor; 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |



‘_ "Pasal IS

Peraturq;i- éupati ini mulai berlaku pada tanggal -

. diundangkag,_

Agar  setiap orang mengetahuinya, —memerintahkan

pengundangnq Peraturan Bupati int dengan penempatannya '

v dalam Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkah di Karanganyar
“ pada tanggai 10 Januar_i 2019

B’UPATI KARANGANYAR,
ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar.

pada tanggal 10 Januari 201‘9' .

* Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd,
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN J\RANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 8

| Salinén; sesuai bdengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH

Hukum, o

A N—

KA%E{-’Z%’EE RANGANYAR o
S /QEBZ%\\:@\

RUADIDH .

3111\999031009 |



